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II.8. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN 
PERUBAHAN TAHUN BUKU/TAHUN PAJAK 

 
 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.......... (1) 
 

 

Nomor    : .............. (2)                                                            ..............(3) 
Sifat  : Segera 
Hal  : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan Tahun Buku 
 
Yth. .............. (4) 
.............. (5) 
 

Sehubungan dengan permohonan perubahan tahun buku yang Saudara ajukan 
nomor .............. (6) tanggal .............. (7) dan diterima lengkap tanggal .............. (8) dengan 
ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas 
permohonan dan pemenuhan ketentuan permohonan perubahan tahun buku, dengan ini 
diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak karena .............. (9). 

Demikian untuk dimaklumi. 
 
 

Kepala Kantor ... (1) 
     
 
 
.............. (10) 
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT 
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN  

PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU 
 
Nomor (1)  : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat 

pemberitahuan, dengan ketentuan:   
a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal 

Pajak dalam hal surat pemberitahuan diterbitkan atas 
permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan 
yang pertama kali; atau   

b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal surat 
pemberitahuan diterbitkan atas permohonan perubahan metode 
pembukuan untuk permohonan yang kedua kali dan seterusnya. 

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan. 
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan. 
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. 
Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. 
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan 

permohonan. 
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak yang mengajukan 

permohonan. 
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. 
Nomor (9) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan ditolak. 
Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan 

surat pemberitahuan. 

 

  


